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PEMBUKUAN DAN 
PENCATATAN

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang 
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta 
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang 
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan 
laporan laba-rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.1 

Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib 
Pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil 
dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak. 
Untuk dapat menyajikan informasi dimaksud, Wajib Pajak harus 
menyelenggarakan pembukuan. Namun, disadari bahwa tidak 
semua Wajib Pajak mampu menyelenggarakan pembukuan. 
Semua Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap diwajibkan  
menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak orang pribadi yang 
menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan 
jumlah peredaran bruto tertentu tidak diwajibkan untuk 
menyelenggarakan pembukuan.2

Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya 
penghasilan neto bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan 
usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu, 
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan norma penghitungan. 
1  Pasal 1 angka 29 UU KUP
2  Pasal 14 UU PPh
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Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib 
Pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil 
dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak. 
Untuk dapat menyajikan informasi dimaksud, Wajib Pajak harus 
menyelenggarakan pembukuan. Namun, disadari bahwa tidak 
semua Wajib Pajak mampu menyelenggarakan pembukuan.

Semua Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap diwajibkan 
menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak orang pribadi yang 
menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan 
jumlah peredaran bruto tertentu tidak diwajibkan untuk 
menyelenggarakan pembukuan.

Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya 
penghasilan neto bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan 
usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu, 
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan norma penghitungan.

Pembukuan A. 
Wajib Pajak orang pribadi yang melakuan kegiatan usaha 
atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, 
wajib menyelenggarakan pembukuan.3 Wajib Pajak yang 
dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, 
tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang 
pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 
bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan diperbolehkan menghitung 
penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan 
Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak 
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.4

3  Pasal 28 ayat (1) UU KUP
4  Pasal 28 ayat (2) UU KUP
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Pembukuan atau pencatatan yang dibuat Wajib Pajak harus 
memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad 1. 
baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha 
yang sebenarnya.5

Harus diselenggarakan di Indonesia dengan 2. 
menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang 
Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam 
bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.6

Prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel 3. 
kas.7

Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan 
dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun 
sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau 
rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan 
misalnya dalam penerapan:

stelsel pengakuan penghasilan;a) 

tahun buku;b) 

metode penilaian persediaan; atau c) 

metode penyusutan dan amortisasi.d) 

Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan 
penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui 
pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu 
terutang. Jadi, tidak tergantung kapan penghasilan itu 

5  Pasal 28 ayat (3) UU KUP
6  Pasal 28 ayat (4) UU KUP
7  Pasal 28 ayat (5) UU KUP


